PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

Menimbang:
a.
bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab bedasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyempurnakan kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul;

b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang kebudayaan, dipandang perlu melakukan penyempurnaan kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 61);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;

6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

9. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang meliputi Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;

10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.

(2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kebijaksanaan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.;

b. pembinaan umum di bidang kepariwisataan dan kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bimbingan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d. pelaksanaan pembinaan operasional bidang kepariwisataan dan kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. pemberian perijinan bidang kepariwisataan dan kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. pengembangan pariwisata dan kebudayaan;

h. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha, yang terdiri atas:

1. Sub Bagian Keuangan;

2. Sub Bagian Umum;

3. Sub Bagian Kepegawaian.

c. Sub Dinas Bina Program, yang terdiri atas:

1. Seksi Data dan Program;

2. Seksi Evaluasi dan Laporan.

d. Sub Dinas Pengembangan dan Pemasaran, yang terdiri atas:

1. Seksi Pengembangan Sarana Wisata;

2. Seksi Promosi Wisata;

3. Seksi Bimbingan Informasi;

4. Seksi Kemitraan Usaha dan Perizinan;

e. Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata, yang terdiri atas:

1. Seksi Obyek Wisata;

2. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;

3. Seksi Atraksi Wisata;

f. Sub Dinas Kebudayaan, yang terdiri atas:

1. Seksi Kesenian, Bahasa dan Sastra;

2. Seksi Sejarah, Purbakala dan Museum;

3. Seksi Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

g. UPTD Kawasan Obyek Wisata, yang terdiri atas:

1. Kepala Unit;

2. Petugas Ketenteraman dan Ketertiban;

3. Petugas Kebersihan dan Pemeliharaan;

4. Petugas Retribusi;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

(5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang disebut Kepala Unit Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

a. Lampiran I Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

b. Lampiran II Bagan Organisasi UPTD Kawasan Obyek Wisata.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 diatur oleh Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Semua unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Kepala Dinas dan semua pimpinan unit kerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.

(2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antar pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 9) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 22 Februari 2003

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Telah mendapatkan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dengan Keputusan 

Nomor

: 06/Kep/DPRD/2003

Tanggal
: 22 Februari 2003

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 22 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, M.Si

(Pembina Utama Madya, IV/d)

           NIP 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 7 TAHUN 2003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 3 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Sektor Kepariwisataan merupakan sektor yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul, karena sektor kepariwisataan mampu menggerakkan sektor-sektor yang lain yang mendukung sektor kepariwisataan.

Oleh karena itu dalam pembangunan bidang kepariwisataan perlu dilakukan integrasi dengan bidang kebudayaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang dapat mendukung pelestarian budaya nasional yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya daerah yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa;

b. mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan loyalty bagi pelaku seni dan budaya;

c. melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian daerah yang mendukung kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri;

d. menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wahana pengembangan kepariwisataan dan mempromosikan ke berbagai agen wisata di dalam dan di luar negeri;

e. mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

Untuk mencapai hal-hal tersebut diatas perlu menyempurnakan kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


      Cukup Jelas

Pasal 2


      Cukup Jelas

Pasal 3


      Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5


      Cukup Jelas

Pasal 6


      Cukup Jelas

Pasal 7


      Cukup Jelas

Pasal 8


      Cukup Jelas

Pasal 9


      Cukup Jelas

Pasal 10


      Cukup Jelas

Pasal 11


      Cukup Jelas

Pasal 12


      Cukup Jelas

Pasal 13


      Cukup Jelas

Pasal 14


      Cukup Jelas

Pasal 15


      Cukup Jelas

Pasal 16


      Cukup Jelas
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SEKSI SEJARAH
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SEKSI KESENIAN, BAHASA DAN SASTRA





SEKSI


ATRAKSI WISATA





SEKSI REKREASI DAN
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SEKSI
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OBYEK DAN DAYA
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KEPALA DINAS





BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN





BAGAN ORGANISASI UPTD KAWASAN OBYEK WISATA





KEPALA UNIT
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PETUGAS


RETRIBUSI
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